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Penelitian ini didasarkan pada asumsi awal bahwa dalam mewujudkan sistem 

pemerintahan yang tidak korup dan mengecewakan rakyat tidak harus diwujudkan 

dalam sistem yang fundamentalis, suatu pemikiran yang marak muncul akhir-akhir 

ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap mandulnya negara yang dikatakan sebagai 

negara hukum yang demokrasi ini dalam mengatasi setiap permasalahan dalam 

badan pemerintahan. Sehingga, muncul gagasan untuk mengembalikan tatanan 

negara layaknya keadaan bernegara para salafus salih yang diyakini sebagai satu-

satunya jalan untuk mengembalikan tatanan bernegara agar berjalan dengan 

seharusnya, yakni elite politik yang mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat 

dalam setiap kebijakan yang ia gagaskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah etika politik Arkoun sudah 

berkesesuaian dengan konsep negara hukum demokratis.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), 

dengan teknik analisa isi. Sedangkan sumber data primer yang penulis kaji yakni 

salah satu buku Mohammed Arkoun yang berjudul Islam to Reform or to Subvert? 

yang diterbitkan oleh penerbit Saqi Books di London pada tahun 2006. 

Penulis menemukan tiga hal penting dalam proses meneliti. Pertama, 

pandangan etika politik yang dimiliki Arkoun sejalan dengan konsep negara hukum 

demokratis. Kedua, kesesuaian tersebut dikarenakan adanya kesamaan tujuan 

dalam menciptakan masyarakat yang terbuka, melek akan hukum, serta memiliki 

etika tanggung jawab dalam menjalankan setiap peran yang diampu dalam sendi 

kehidupan berbangsa juga bernegara. Terakhir, pandangan etika politik Arkoun dan 

konsep negara hukum demokratis sama-sama menghendaki terciptanya negara 

yang berkeadilan dengan masyarakat yang sejahtera di dalamnya. 
 


